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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pernikahan 

Pernikahan lmerupakan lpelaksanaan lakad lyang ldilakukan loleh lpria 

lyang lakan lmenikah l ldengan lwanita lyang lakan ldinikahinnya ldengan 

lkeinginan ldan lkemauan ldari lkeduanya l,yang lakad ltersebut ldilaksanakan 

loleh lpihak llain latau lwali l,menurut lsyarat lsahnya lpernikahan lyang ltelah 

lditetapkan loleh lsyara' luntuk lmenjadikannya likatan lyang lhalal, lsehingga 

lsatu lsama llain lsaling lmelengkapi ldan lmenjadi lpendamping lhidup ldalam 

lsebuah lkeluarga.13 

Wantjik lSaleh, lberpendapat lbahwa lperkawinan lbukan lsekedar likatan 

lbatin latau llahir lsaja lnamun lkeduanya. lIkatan llahiriah lmengungkapkan 

lterjadinya lhal lformilnya lsaja lsedangkan likatan lbatin lmengungkapkan 

ladanya lyang ltidak lformal latau ltidak ldapat ldilihat. lKedua lhal litu ladalah 

lpondasi lutama luntuk lmembentuk lsuatu lkeluarga. 

Wirjoni lP lberkata lperkawinan ladalah laturan latau lmengendalikan 

lperkawina llah lyang lmenyebabkan lmunculnya larti lperkawinan litu lsendiri.14 

Kemudian lsesuai ldengan lpasal l1 lUUP, ltujuannya litu lsendiri ladalah 

luntuk lmenciptakan lrumah ltangga. lSuami ldan listri lsaling lmelakukan 

lpendekatan luntuk lmencapai ltujuan lperkawinan ldengan lbeberapa lsyarat 

ldiantaranya lyaitu l: 

                                                             
13 lWahyu lWibisana, lPernikahan lDalam lIslam, lJurnal lPendidikan lAgama lIslam lVol. l14 lNo. l2, 
l2016, 185. 
14 lWirjono lP, lHukum lPerkawinan lIndonesia, l(Bandung l: lSumur, l1974), l6. 
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a. Suami listri lsaling lberkorban luntuk lmencapai ltujuan lperkawinan lyang 

lluhur lkarena litu lpengorbanan ldibutuhkan ldalam lrumah ltangga. 

b. Akhlak, lmoral ldan letika lyang lbaik lmerupakan lsalah lsatu lmodal luntuk 

lmembangun lrumah ltangga.15 

Menciptakan lrumah ltangga lyang lsakinah, lmawadah, lwa lrahmah, 

lmerupakan ltujuan ldari lperkawinan. lSedangkan, ltujuannya ldalam lUndang l-

undang lperkawinan luntuk lmenciptakan lperkawinan lyang lkekal lserta 

lbahagin lsesuai ldengan lketuhanan, ltujuan lini lsama ldengan lyang lada lpada 

lKHI. lDalam lhukum ladat ltujuan ldari lhal lini lbisa lberbeda l- lbeda ltergantung 

llingkungan lmasyarakat ladat lnya lbiasanya ltergantung lpada lagama lyang 

ldianut, lapabila lsudah ldilakukan lsesuai lkepercayaan lagama lnya lmaka 

ldianggap lsah. 

Undang l- lundang lNo. l1 lTahun l1974 ltentang lperkawinan ldalam lpasal 

l2 layat l1, lyang lmenyatakan lbahwa lsesuai lsila lpertama lyaitu lagama lharus 

lmenjadi lacuan ldalam lperkawinan latau lperkawinan lharus ldilakukan ldengan 

lmelihat lagamanya lmasing lmasing. lUndang l– lUndang lNo. l1 lTahun l1974 

lserta lhukum lIslam litu ltidak lhanya ldilihat ldari laspek lformal lsaja lnamun 

ljuga lditinjau ldari lsegi lagama ldan lsosial, lselain litu ldalam laspek lformal 

lakan lmembahas ljuga lmengenai lsegi ladministratif lyakini lcatatan ldi lKantor 

lCatatan lSipil lbagi lyang lberagama lnon lislam ldan ldi lKantor lUrusan lAgama 

l(KUA) lbagi lberagama lislam. 

                                                             
15 lSoemiayi, lHukum lPerkawinan lIslam ldan lUUP, l(Yogyakarta l: lLiberty, l1982), 93. 
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Anwar ldalam lhukum lbuku lyang lberjudul lHukum lIslam, lmenyatakan 

lbahwa lperkawinan lyakni lsebuah ljanji lsuci lseorang llaki l- llaki ldan 

lperempuan luntuk lmenciptakan lkeluarga lyang lbahagia. lArtinya ldi lsini 

lpernikahan ltidak lhanya lbuka lperhubungan lbiologis lantara llaki ldan 

lperempuan, lnamun lperingatan lmerupakan ljanji lSuci. lPernikahan ladalah 

lsuatu lyang lsakral, lserta lmemiliki lakibat lhukum ldari likatan lperkawinan 

ltersebut lmengakibatkan ltimbulnya lhak ldan lkewajiban lbagi lkeduanya. 

 Tujuan lpernikahan ldalam lhukum lislam lyaitu l:16 

a. Berbakti lkepada lAllah 

b. Menenuhi lkodrat lmanusia lyang lsudah lmenjadi lhukum lbahwa llaki 

l– llaki ldan lperempuan lsaling lmembutihkan 

c. Menjaga ldan lmempertahankan lketurunan 

d. Mendekatkan lserta lmenimbulkan lpengertian lantar lsesama lmanusia 

luntuk lsaling lmenjaga lkeselamatan lhidup. 

Dalam lPasal l1 lBab lI, lUndang-Undang lNo. l1 lTahun l1974 ltentang 

lPerkawinan lyang lmenyebutkan: 

“Perkawinan lmerupakan likatan lantara lseorang lpria ldengan lwanita 

lsebagai likatan lsuami ldan listri l,yang lmemiliki ltujuan lmembentuk lkeluarga 

lbahagia lberdasarkan lKetuhanan lYang lMaha lEsa”.17 

                                                             
16 lSantoso, l“Hakikat Perkawinan lMenurut lUndang l– lUndang lPerkawinn, lHukum lIslam ldan 
lHukum lAdat”, lJurnal lYudisia, lVol. l7. lNo. l2, lDesember l2016 
17 lDedi lJunaedi, lBimbingan lPerkawinan l(Jakarta: lAkademika lPressindo, l2010), l17. 
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Islam ltidak lhanya lmenganggap lpernikahan lsebagai lsarana luntuk 

lmencapai lkenikmatan llahiriah lsemata ltetapi llebih ldari litu luntuk lmenjadi 

lbagian ldari lpemenuhan lnaluri lberdasarkan laturan lAllah l(bernilai libadah). 

lHal lini lsesuai ldengan lisi lpasal l2 lKHI, lyang lmenyatakan lsebagai lberikut l: 

l“Perkawinan lmenurut lhukum lislam ladalah lpernikahan, lyaitu lakad lyang 

lsangat lkuat latau lmenaati lperintah lAllah ldan lmelakukannya lmerupakan 

libadah” 

Perkawinan ldikatakan lsah ljika ltelah lmemenuhi lsyarat ldan lrukun 

lperkawinan lyang ltelah ldi ltentukan. lYakni lbeberapa lrukun lsahnya 

lperkawinan ldiantaranya lyaitu:  

a. Keduanya ltidak lmemiliki lhubungan lmahram ldari lketurunan 

ldan lsepersusuan latau lberbeda lkeyakinan. 

b. Terdapat lijab lyang ldiucapkan lwali latau lpenggantinya. 

c. Terdapat lqabul ldari lmempelai lpria latau lpenggantinya. 

Berikut lsyarat lsah lperkawinan lyaitu l: 

a. Telah lditentukanNya lnama lmasing lmasing lmempelai. 

b. Keridhoan lmempelai. 

c. Adanya lwali lnikah. 

d. Adanya lsaksi lnikah. 

Rasulullah lpernah lbersabda l:  

“Tidak l(sah) lnikah lkecuali ldengan lkehadiran lwali ldan ldua lorang 

lsaksi”18 

                                                             
18 lHR. lThabrani ldan lShahih lAl l– lJami’ lNo l7558 
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Dalam lhal lini lsangat ldianjurkan lmengumumkan lpernikahan. 

lBerdasarkan lsabda lRasulullah lSAW l: 

“Umumkanlah lperkawinan lkalian” l(HR. lImam lAhmad. 

lDihasanankan ldalam lkitab lShahih lAl lJami lNo l1072)19 

Sedangkan lmenurut lUndang l- lUndang lwajib lterpenuhinya 

lpersyaratan lsebagai lberikut l: 

1) Syarat lmateriil l(syarat linti/internal) l: lSuatu lpersyaratan lyang 

lberkaitan ldengan lcalon lmempelai. lSyarat lini lterdiri ldari lpersyaratan 

lmateril labsolut ldan lrelatif l: 

a. Persyaratan lmateril labsolut lmeliputi lpria ldan lwanita l(kedua 

lcalon) ldalam lsituasi ltidak lkawin, lhal lini ldapat lditemui ldalam 

lBW lpasal l27. lusia lharus lsesuai lketentuan lyang lada. lWanita 

ljuga ltidak ldibolehkan lkawin llagi lketika lbelum lmelewati l300 

lhari lsejak lbubar latau lselesainya lperkawinan lsebelumnya, 

lketentuan lmengenai lhal lini ldapat lditemui ljuga ldalam lBW 

lyaitu lpada lpasal l34. lBW lpasal l28 ljuga lmenyebutkan 

ldiperlakukannya ljuga lizin lpihak lketiga. 

b. Syarat lmateril lrelatif lyaitu ltidak lmemiliki lhubungan ldarah 

latau lkeluarga lyang lsangat ldekat lantara lkedua lcalon, lhal lini 

lterdapat ljuga ldalam lpasal l30 ldan l31 lBW. lSerta ltidak ljuga 

lpernah lmelakukan lreparatie lhuwelijk luntuk lyang lketiga 

lkalinya. 

                                                             
19 lSyekh lMuhammad lSholeh lAl l– lMunajjid, l“Ringkasan lPenting lTentang lRukun, lSyarat lNikah 
ldan lSyarat lWali” 
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2) Persyaratan lformil l(lahir/eksternal) lBW lpasal l50 ls/d l70 lMenjelaskan 

lbahwa lpersyaratan ltersebut ldiberlakukan luntuk lgolongan lEropa lsaja. 

lPada lBW lpasal l50 ls/d l51 ldijelaskan lbahwa lperkawinan lharus 

ldiberitahukan ldulu lpada lpejabat lcatatan lsipil lyang lkemudian 

ldibukukan lpada ldaftar lpemberitahuan lperkawinan. lKemudian 

lUndang l- lUndang lperkawinan lmenjelaskan, lada lbeberapa lpersyaratan 

lyang lharus lterpenuhi lagar ldapat lmelakukan lsuatu lperkawinan 

ldiantaranya l: 

a. Harus ldi ldasarkan lpersetujuan lkedua lcalon. l

20 

b. Dilakukan ldengan lmemperhatikan lbatas lminimum lusia 

lperkawinan lyang ltelah lditetapkan lpemerintah, lbagi lyang 

lbelum lbisa lmendapat ltoleransi. 

c. Izin lnikah ldiperkenankan ljuga ldiperoleh ldari lsalah lsatu lorang 

ltua lyang lmasih lhidup. L 

d. Jika lorang ltua lsudah lmeninggal lsemua, lmaka lizin ldapat 

ldiperoleh ldari lwali lnya latau lyang lmemelihara latau lkeluarga 

ldari lgaris lketurunan lke latas. L 

e. Adapun lketika lada lperbedaan lpendapat lantara lsetiap lorang 

lyang ldisebutkan ldi latas lmembuat ldiperbolehkannya 

lpengadilan luntuk lmemberi lizin lsetelah lterlebih ldahulu 

lmendengarkan lsetiap lorang. 

                                                             
20 lUndang l– lUndang lPerkawinan lPasal l6 lAyat l1 



22 

 

 

B. Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 tentang 

Pencatatan Pernikahan 

Dalam lKamus lBesar lBahasa lIndonesia l(KBBI) lpencatatan lpernikahan 

lterdiri ldari l2 lkata lyaitu lpencatatan lyang lartinya lproses, lcara, lperbuatan 

lmencatat, lpendaftaran, lsedangkan lpernikahan lartinya lperbuatan lmenikah, 

latau lproses lpelaksanaan lpernikahan lyang ldi lcatat lkan lberdasarkan 

lketenuan lUndang l– lUndang lyang ldi lhadapan lAparatur lSipil lNegara 

lPencatat lNikah.21 

Islam ltidak lhanya lmenganggap lpernikahan lsebagai ltempat lmencapai 

lkebahagiaan llahir lsaja, ltetapi lmenjadikan ldari lsebagian libadah latau lsutu 

lketaatan lpada lAllah. lHal ltersebut lsesuai ldengan lketentuan lPasal l lKHI lyang 

lberbunyi l: 

”Perkawinan lmenurut lhukum lIslam lyaitu lakad lyang lsangat lkuat latau 

lmiitsaaqan lghalizhan luntuk lmenaati lperintah lAllah ldan lmelakukannya 

lmerupakan libadah”. 

Sebagian lulama lberpendapat lbahwa lpernikahan ldianggap lsah ldan 

ldapat lterlaksana lapabila ltelah lterpenuhinya lsyarat ldan lrukun lnikah. 

lmenetapkan lakad, lkedua lmempelai, lwali lperempuan, ldan lsaksi lsebagai 

lrukun ldari lperkawinan, lapabila ltidak lada lsalah lsatu ldiantara lrukun ltersebut 

lmaka lperkawinan ltidak lsah. lSementara lmahar lditempatkan lsebagai lsyarat 

                                                             
21 lKBBI, lPencatatan, lPernikahan, ldalam lhttps://kbbi.kemdikbud.go.id/ 
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ldalam larti ltidak lmenentukan lkelangsungan lakad lnikah, lnamun lharus 

ldilaksanakan ldalam lmasa lperkawinan.22 

Sahnya lsuatu lperkawinan lditinjau ldari lsudut lkeperdataan ladalah 

lapabila lperkawinan ltersebut lsudah ldicatatkan latau ldidaftarkan lpada lKantor 

lUrusan lAgama latau lKantor lCatatan lSipil lsesuai ldengan lagama lyang 

ldianutnya lmasing-masing.23 

Selama lperkawinan ltersebut lbelum ldidaftarkan lmaka lperkawinan 

ltersebut lmasih lbelum ldianggap lsah lmenurut lketentuan lhukum lnegara 

lmeskipun lpekawinan ltersebut lsudah lmemenuhi lprosedur ldan ltata lcara 

lkeagamaan lpencatatan lnikah.24 

Di ldalam lKompilasi lHukum lIslam l(disingkat lKHI) lmengenai lsahnya 

lsuatu lperkawinan lditetapkan ldalam lpasal l4 lKHI. lHal ltersebut lsesuai 

ldengan lpasal l2 layat l(1) lUndang-undang lnomor l1 ltahun l1974 ltentang 

lPerkawinan. lDengan ldemikian, ldapat ldikemukakan lbahwasanya lrumusan 

lpasal l4 lKHI lmempertegas lbahwa lperkawinan lyang lsah ladalah lperkawinan 

lyang lmenurut lhukum lIslam. lSesuai ldengan lpasal l2 layat l(1) lUndang-

undang lnomor l1 ltahun l1974 ltentang lPerkawinan. lSedangkan lpencatatan 

lperkawinan ldiatur ldalam lpasal l5 lKHI lyang lberbunyi: 

a. Agar lterjamin lketertiban lperkawinan lbagi lmasyarakat lIslam lsetiap 

lperkawinan lharus ldicatat. 

b. Pencatatan lperkawinan lsebagaimana ltersebut lpada layat l(1) 

dilakukan loleh lPegawai lPencatat lNikah lsebagaimana ldiatur ldalam 

                                                             
22 lAmir lSyarifudin, lGaris-Garis lBesar lFiqih, l(Jakarta: lKencana, l2003), ll87. 
23 lThalib, lHukum lKekeluargaan lIndonesia, l(Jakarta:UI lPres, l1986), lCet. lKe-5, 175. 
24 lSyaharani, lMasalah-masalah lHukum lPerkawinan ldi lIndonesia, l(Bandung: lAlumni, ltth), l10. 
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lUndang-undang lNomor l22 ltahun l1946 ljo lUndang-undang lnomor 

l2 ltahun l1954. 

Istilah l“harus ldicatat” ldalam layat l(1) lPasal l5 lKHI lhanya lbertujuan 

luntuk lmenjamin lketertiban lperkawinan lbagi lmasyarakat lIslam lsemata 

lbukan lsebagai lsyarat lsahnya lsuatu lperkawinan ldalam lsyariat lAgama lIslam. 

lBerdasarkan lhal ltersebut, lmaka lumat lIslam lIndonesia lharus lmenyadari 

lbahwa lpencatatan lsuatu lperkawinan lmerupakan laspek lyang lsangat lpenting 

lkarena lmerupakan lanjuran lagama lyang llangsung lsebagai lperintah lAllah 

lSWT, ldan ltelah ldiperjuangkan loleh lumat lIslam lIndonesia lsebagai lhukum 

lpositif lsehingga lmempunyai ldaya lmengikat ldan lmemaksa luntuk ldipatuhi 

ldan ldijalankan loleh lseluruh lumat lIslam.36 

Ketentuan lpencatatan lnikah ldiatur ldalam lUndang-undang lperkawinan 

lNo.1 lTahun l1974 ltentang lPerkawinan lPasal l2 layat l2, lKompilasi lHukum 

lIslam lPasal l5 layat l1, ldan lPMA lNo l20 ltahun l2019.25 

Pengertian lpencatatan lpernikahan ladalah lkegiatan lmenulis lyang 

ldilakukan loleh lseseorang lmengenai lsuatu lperistiwa lyang lterjadi. 

lPencatatan lnikah lsangat lpenting ldilaksanakan loleh lpasangan lmempelai 

lkarena lbuku lnikah lyang lmereka lperoleh lmerupakan lbukti lotentik ltentang 

lkeabsahan lpernikahan litu lbaik lsecara lagama lmaupun lnegara. lDengan lbuku 

lnikah ltersebut, lmaka ldapat lmembuktikan lketurunan lsah lyang ldihasilkan 

ldari lperkawinan ltersebut ldan lmemperoleh lhak-haknya lsebagai lahli lwaris. 

                                                             
25 lDirektorat lPembinaan lBadan lPeradilan lAgama lIslam, lKompilasi lHukum lIslam, l(Jakarta: 
lDepartemen lAgama, l2001), l15 
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Pecatatan lpernikahan lmerupakan lpendataan ladministrasi lperkawinan 

lyang lbertujuan luntuk lmenciptakan lketertiban lperkawinan ldi lmasyarakat, 

lbaik lpelaksanaan lperkawinan lberdasarkan lhukum lIslam lmaupun 

lperkawinan lyang ldilaksanakan loleh lmasyarakat ltidak lberdasarkan lhukum 

lIslam. L 

Syari'at lIslam ltidak lmewajibkan ladanya lpencatatan lterhadap lsetiap 

lterjadinya lakad lperkawinan, lnamun ldilihat ldari lsegi lmanfaatnya lpencatatan 

lperkawinan lsangat ldiperlukan, lkarena lpencatatan lperkawinan ldapat 

ldijadikan lsebagai lalat lbukti lyang lotentik lagar lseseorang lmendapatkan 

lkepastian lhukum lserta luntuk lmenjaga lkesucian laspek lhukum lyang ltimbul 

ldari laspek lperkawinan. 

Sistem lInformasi lManajemen lNikah lyang ldisebut ldengan lSIMKAH 

lmerupakan lprogram lkomputer lyang lberbasis lWEB, lyang lmemiliki 

lkegunaan luntuk lmenghimpun ldata l– ldata lpernikahan ldi lKUA. lSeluruh 

lwilayah lIndonesia. lBanyak lhal lyang lmengalami lpeningkatan ldalam lEra 

lGlobalisasi, lmaka lDitjen lBimas lIslam lpun ltidak lingin lketinggalan ldalam 

lmengambil lbagian ldari lpada lbidang lpencatatan lpernikahan l ldengan 

lSIMKAH lonlinenya. llatar lbelakang ldilakukannya lmodernisasi lini ltentu 

luntuk lmengoptimalkan lkinerja lKUA ldalam lmemberikan lpelayanan lpada 

lsetiap lproses ldan ltahapan lpencatatan lpernikahan. lSelain litu, lSIMKAH ljuga 

lmenjadi lpenghimpun ldan lpenghubung ldata lpernikahan ldi lseluruh lwilayah 

lIndonesia. lHal lini lmenunjukan lintegritas lantar lsesama linstansi. 
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 Pada lpenerapannya, lSIMKAH ldikatakan lmempermudah lakses 

lmasyarakat luntuk lmendapatkan lpelayanan lpernikahan ldan lmempermudah 

lpemerintah lmemantau lperistiwa lpernikahan. lSehingga ltidak lada llagi 

lmanipulasi ldata ldiri lyang lbiasa ldilakukan luntuk lmelangsungkan 

lpernikahan lkedua ldan lseterusnya, lsehingga llembaga lperkawinan lsebagai 

lgerbang lawal lpembangunan lbangsa lbisa lterjaga ldengan lbaik. 

Secara ltahapan ldimulai ldengan lpendaftaran lkehendak lnikah lyang 

lmana lpara lcalon lpasangan lboleh lmandaftarkan ldiri llangsung lmelalui 

lalamat lweb lhttp:/simkah.kemenag.go.id/, lnamun ldata lpersyaratan 

lberbentuk lfisik ljuga lharus ldiserahkan lke lKUA latau lbila ltidak lingin 

lmendaftar lsendiri, lmaka ldari lpihak lKUA ljuga ldapat lmendaftarkan. 

lBerikutnya ldilanjut ldengan lpengumumn lkehendak lnikah, lyaitu lcalon 

lpasangan ltelah lmemilih ltanggal lpelaksanaan lakad lnikah lmaka lmaka 

lpengumumn lkehendak lnikah lditerima ldan ldicetak. lBerikutnya ladalah 

lpemerikasaaan lkehendak lnikah ldilakukan loleh lpihak lKUA luntuk 

lmemerikasa ldata lyang ltelah ldi ldaftarkan, lkemudian ldisesuaikan ldengan 

ldata lpe rsyaratan lfisik lyang ldiajukan loleh lpasangan lcalon lpengantin, lbaik 

litu lberupa lfotocopy lKTP, lKK, ldan lpersyaratan llainnya, lapabila ldata lhasil 

lpemerikasaan lsinkron ldengan ldata lpersyaratan lfisik, lmaka lmasuk ltahapan 

lselanjutnya lyaitu lpelaksanaan lpencatatan lnikah lyang lmerupakan ltahapan 

lpencatatan ldata lpasangan lcalon lpengantin lpada lAkta lNikah ldan ljuga lBuku 

lNikah latau lKutipan lAkta lNikah. lTahapan lakhir ldari lkeseluruhan lprosedur 
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lpencatatan lnikah lyaitu lpenyerahan lbuku lnikah lkepada lpasangan lsuami 

listeri. 

Untuk lsaat lini, ltelah ldibentuk lhukum lperkawinan lbaru lyang lberlaku 

lbagi lmasyarakat lIndonesia lyakni lPeraturan lMenteri lAgama l(PMA) lnomor 

l20 ltahun l2019 ltentang lpencatatan lpernikahan. lPeraturan lMenteri lAgama 

l(PMA) lnomor l20 ltahun l2019 ltentang lpencatatan lpernikahan ldi lterbitkan 

luntuk lmelakukan ltertib ladministrasi, ltransparansi, ldan lkepastian lhukum 

ldalam lpelaksanaan lpernikahan lsecara lagama lIslam. lPeraturan lMenteri 

lAgama l(PMA) lNomor l20 ltahun l2019 ltentang lPencatatan lPernikahan 

ldidalamnya lmengatur ltentang lpendaftran lkehendak lnikah, lpersyaratan 

ladministrasi, lpemeriksaan ldokumen lkehendak lnikah, lpenolakan lkehendak 

lnikah, lpengumuman lkehendak lnikah, lperjanjian lperkawinan, lpelaksanaan 

lpencatatan lnikah, lpenyerahan lbuku lnikah. l 

Peraturan lMenteri lAgama l(PMA) lnomor l20 ltahun l2019 ltentang 

lpencatatan lpernikahan ljuga lmengatur lpernikahan lcampur lnamun lseagama 

lIslam ltetapi lberbeda lkewarganegaraan, lpencatatan lnikah ldi lluar lngeri, 

lpencatatan lrujuk, lsarana lpernikahan, ltata lcara lpenulisan lformulir ldan 

ldokumen lpernikahan, llegalisasi ldan lpenerbitan lduplikat lbuku lnikah, 

lpencatatan lperubahan lstatus, lpengamanan ldokumen, lpelaporan ldan 

lsupervisi lpencatatan lnikah ldan lrujuk. lDi ldalam lbagian lumum ltelah ldimuat 

lbeberapa lhal lyang lmendasar lyang lberkaitan ldengan lmasalah lpernikahan, 

ldiantaranya lpendaftaran lkehendak lnikah, lpemeriksaan ldokumen lkehendak 

lnikah, lpenolakan lkehendak lnikah, lpengumuman lkehendak lnikah, 
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lperjanjian lperkawinan, lpelaksanaan lpencatatan lnikah, ldan lpenyerahan 

lbuku lnikah. lSerta lmengatur lpernikahan lcampuran, lpencatatan lnikah ldi lluar 

lnegeri, lpencatatan lrujuk, lsarana lpernikahan, ltata lcara lpenulisan lformulir 

ldan ldokumen lpernikahan, llegalisasi ldan lpenerbitan lduplikat lbuku lnikah, 

lpencatatan lperubahan lstatus, lpengamanan ldokumen, lpelaporan ldan 

lsupervisi lpencatatan lnikah ldan lrujuk. 

Tahapan lpendaftaran lpernikahan ldalam lPMA lNo l20 lTahun l2019 

ldiantaranya l: 

1. Pemberitahuan lKehendak lNikah 

 Pemberitahuan lkehendak lnikah ldilakukan lsekurang-kurangnya l10 

lhari lkerja lsebelum lakad lnikah ldilangsungkan, lpemberitahuan lkehendak 

lnikah ldilaksanakan ldengan lmenyerahkan ldokumen-dokumen lantara llain: 

a. Surat lpersetujuan lcalon lmempelai. 

b. Akta lkelahiran latau lsurat lkenal llahir latau lsurat lketerangan lasal-

usul. 

c. Surat lketerangan ltentang lorang ltua. l 

d. Surat lketerangan luntuk lnikah. 

e. Surat lizin lkawin lbagi lAnggota lABRI. 

f. Akta lCerai lTalak/Cerai lGugatan. lJika lcalon lmempelai lDuda/Janda 

lyang lkarena lPerceraian. l 

g. Surat lKematian lSuami/Istri lyang ldibuat lKepala lDesa lDaerah 

ltempat ltinggal. lJika lcalon lmempelai lDuda/Janda lyang ldi ltinggal 

lmati lpasangannya. 
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h. Surat lizin ldan ldispensasi lbagi lcalon lmempelai lyang lbelum 

lmencapai lumur lmenurut lketentuan lUU lNo l16 lTahun l2019 ltentang 

lPerubahan lAtas lUU lNo l1 lTahun l1974 ltentang lPerkawinan. l 

i. Surat ldispensasi lCamat lbagi lpernikahan lyang lakan ldilangsungkan 

l1 lhari ldari l10 lhari lkerja lsejak lpengumuman. 

 Pembantu lPPN lyang lmewilayahi ltempat linggal lcalon listri lmencatat 

ldengan lteliti lkehendak lnikah ldalam lbuku lPembantu lPPN, ldan lselanjutnya 

lPembantu lPPN ltersebut lmengantar lyang lbersangkutan lmemberitahukan 

lkehendaknya lkepada lPPN ldengan lmembawa lsurat-surat lyang ldiperlukan. 

2. Pemeriksaan lNikah 

 Calon lsuami lcalon listri ldan lwali lnikah lmelakukan lpemeriksaan 

lsecara lbersama lsama. lJika lterdapat lhalangan lmaka lpemeriksaan ldapat 

ldilakukan lsendiri. lBahkan lkeadaan lyang lmeragukan lperlunya ldilakukan 

lpemeriksaan lsendiri lsendiri. lJika lketiganya lsudah lmelakukan 

lpemeriksaan lmaka lsudah ldianggap lselesai. 

 Pemeriksaan lcalon lsuami, listri lDan lwali lharus ldilakukan lsecara 

lterpisah latau lhari lyang llain, lkecuali lpemeriksaan lpada lhari lpertama, ldi 

lbawah lkolom ltandatangan lyang ldiperiksa lditulis ltanggal ldan lhari 

lpemeriksaan.26 

3. Pengumuman lKehendak lNikah 

 Setelah lpersyaratan lpernikahan lterpenuhi lmaka lpengumuman 

lkehendak lnikah ltelah ltersedia ldi lpapan lpengumuman, lPengumuman 

ldilakukan loleh l: 

a. Petugas lPencatatan lNikah ldi lKUA lKecamatan ltempat lpernikahan 

lyang lakan ldilangsungkan ldan ldi lKUA ltempat ltinggal lmasing l- 

lmasing lcalon lmempelai. 

                                                             
26 lMardani, lHukum lPerkawinan lIslam lDi lDunia lIslam lModern, l(Yogyakarta: lGraha lIlmu, 
l2011), l20. 
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b. Pembantu lPPN ldi lluar lJawa ldi ltempat l- ltempat lyang lmudah 

ldiketahui lumum. 

Akad lnikah ldilakukan lharus l10 lhari lkerja lsejak lpengumuman. 

lKecuali lseperti lterdapat ldalam lPasal l3 lAyat l(3) lNo. l9 lTahun l1975 lyaitu 

ljika lterdapat lsuatu lalasan lyang lsangat lpenting, lmisalnya lsalah lsatu ldari 

lseorang lakan lbertugas lkeluar lnegeri, lmaka ldapat ldimungkinkan lyang 

lbersangkutan luntuk lmemohon ldispensasi lkepada lCamat lselanjutnya lCamat 

latas lnama lBupati lmemberikan ldispensasi. lDalam lwaktu l10 lhari lkerja lini 

lcalon lsuami listri lmendapatkan lnasehat lperkawinan ldari lBP-4 lsetempat. 

4. Akad lNikah ldan lPencatatan 

a. Keberlangsungan lakad lnikah ldi lbawah lpengawasan latau 

ldihadapan lPPN, lsetelah lakad lnikah ldilangsungkan lnikah llalu 

ldicatat ldalam lakta lnikah lrangkap ldua. 

b. Jika ldalam lpelaksanaan lakta lnikah ldilakukan ldi lluar lbalai 

lnikah lmaka lpada lhalaman lempat lditambahkan ltandatangan 

lsuami, listri, lwali lnikah, ldan lsaksi l- lsaksi lselain lPPN, lLalu 

ldicatat lpada lakta lnikah lyang lditandatangani loleh lPPN latau 

lwakil lPPN. 

c. Akta lnikah ldibaca, ljika lterdapat lbahasa lyang ltidak ldimengerti 

loleh lorang lyang lbersangkutan ldan lsaksi lsaksi lkiranya lperlu 

lditerjemahkan lkemudian lditandatangani loleh lsuami, listri, lwali 

lnikah, lsaksi l- lsaksi ldan lPPN latau lwakil lPPN. 

d. PPN lmembuatkan lkutipan lakta lnikah lrangkap ldua, ldengan 

lkode ldan lnomor lyang lsama. lDengan lformat l(…./…./…./….) 

lmenunjukkan lnomor lunit ldalam ltahun, lbulan, langka lromawi 

lbulan ldan langka ltahun. 

e. Kutipan lakta lnikah ldiberikan lkepada lsuami ldan listri. 
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f. Nomor ldi ltengah lpada ldaftar lpemeriksaan lnikah, ldiberi lnomor 

lyang lsama ldengan lnomor lAkta lNikah. 

g. Akta lNikah ldan lKutipan lAkta lNikah lharus lditanda ltangani 

loleh lPPN. lDalam lhal lWakil lPPN lyang lmelakukan 

lpemeriksaan ldan lmenghadiri lakad lnikah ldi lluar lBalai lNikah, 

lWakil lPPN lhanya lmenghadiri lakad lnikah ldi lluar lBalai lNikah, 

lWakil lPPN lhanya lmenandatangani ldaftar lpemeriksaan lnikah, 

lpada lkolom l5 ldan l6 lmenandatangani lAkta lNikah lpada lkolom 

l6. 

h. PPN lmengirimkan lakta lnikah lkepada lPengadilan lAgama lyang 

lmewilayahi, lapabila lfolio lterakhir lpada lbuku lakta lnikah 

lselesai ldikerjakan. 

i. Apabila lmempelai lseorang ljanda latau lduda lkarena lceritalah 

latau lcerai lgugat, lPPN lmemberitahukan lkepada lPengadilan 

lAgama lyang lmengeluarkan lakta lcerai lbahwa lduda latau ljanda 

ltersebut ltelah lmenikah ldan lmenggunakan lformulir lmodel lND 

lrangkap l2. lSetelah lmelakukan lpemberitahuan ltersebut 

lditerima. lPengadilan lAgama lmengirim lkembali llembar l11 

lkepada lPPN lyang lsudah lterdapat lstempel ldan ltanda ltangan 

lpenerima. lSelanjutnya lPPN lmenyimpan lbersama lberkas ldaftar 

lpemeriksaan lnikah l(model lNB).27 

5. Persetujuan lIzin ldan lDispensasi 

 UU lNo l16 lTahun l2019 ltentang lPerubahan lAtas lUU lNo l1 lTahun 

l1974 ltentang lPerkawinan lterkandung lbeberapa lprinsip luntuk lmenjamin 

lcita-cita lluhur ldari lperkawinan lyaitu lasas lsukarela, lpartisipasi lkeluarga, 

lpoligami ldibatasi lsecara lketat, ldan lkematangan lfisik ldan lmental lcalon 

lmempelai. 

                                                             
27 lMardani, lHukum lPerkawinan lIslam lDi lDunia lIslam lModern, l(Yogyakarta: lGraha lIlmu, 
l2011), l20. 
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 Undang l- lUndang lperkawinan ltersebut lmenganut lasas lmonogami. 

lJika ldikehendaki loleh lpihak lyang lbersangkutan lkarena lhukum lagamanya 

lmenginginkan lseorang ldapat llebih ldari lsatu, ltapi lhari litu lhanya lbisa 

ldilakukan ljika ltelah lterpenuhinya lsyarat ldan lperolehan lizin ldari 

lPengadilan lAgama. 

 Persetujuan lizin ldilakukan loleh lseorang lsuami lyang lingin lmenikah 

llagi ldengan lcara lizin ldari lPengadilan lAgama luntuk lpoligami ldan lhasil 

lkeputusannya ldiserahkan lkepada lkau lah lsebagai lsyarat lpelaksanaan 

lpernikahan, lsedangkan ldispensasi lbagi ljalan lpengantin lyang lbelum 

lmemenuhi lsyarat lumur lminimal l19 ltahun luntuk lmenikah, ljika lingin 

lmelaksanakan lpernikahan lmaka lharus ldapat ldispensasi ldari lPengadilan 

lAgama ldan lhasil lputusannya ldiserahkan lKUA lsebagai lsyarat lpelaksanaan 

lpernikahan.28 

6. Penolakan lKehendak lNikah 

 Setelah ldilakukan lpemeriksaan lkehendak lnikah, lpada lkenyataanya 

ltidak lmemenuhi lsyarat lbaik lpernyaratan lhukum lpernikahan lmaupun 

lsyarat lUndang l– lUndang lyang lberlaku lmaka lPPN lharus lmenolak 

lpelaksanaaan lpernikahan, ldengan lcara lmemberikan lsurat lpenolakan 

lkepada lyang lbersangkutan ldisertai lalasan lpenolakannya. 

 Dari lpenolakan ltersebut lyang lbersangkutan ldapat lmengajukan 

lkeberatan ldi lPengadilan lAgama lyang lmewilayahi ltempat ltinggal lpihak 

lyang lbersangkutan. lPengadilan lAgama lmemeriksa lperkara lpenolakan 

ltersebut ldengan lsingkat, lmenguatkan lpenolakan latau lmenyetujui 

lmelangsungkan lpernikahan. lApabila lPengadilan lAgama lmenyetujui luntuk 

lmelangsungkan lpernikahan lmaka lPPN lharus lmelaksanaakannya.  

7. Pencegahan lPernikahan 

 Pencegahan lpernikahan ldapat ldilakukan ljika lpernikahan ltidak 

lmemenuhi lsyarat luntuk lmelaksanakan lpernikahan. lYang ldapat 

lmengajukan lpencegahan lpernikahan lyaitu l: 

                                                             
28 lIbid l21. 
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a. Keluarga ldalam lketurunan lgaris llrus lke latas ldan lke lbawah 

b. Saudara ldari lsalah lseorang ldari lcalon lmempelai. 

c. Wali lnikah 

d. Pengampu ldari lsalah lseorang lcalon lmempelai. l 

e. Pihak lyang lberkepentingan. 

Pencegahan lpernikahan ldiajukan ldi lPengadilan lAgama ldaerah 

lhukum ltempat ldilangsungkannya lpernikahan. lPihak lyang lmelakukan 

lpencegahan lharus lmemberitahu lpada lPPN lyang lbersagkutan ltentang 

lusaha lpencegahan lpernikahan. lPPN lmemberitahukan lkepada lcalon 

lmempelai. lSetelah lmengetahui ladanya lpencegahan lpernikahan, lPPN 

ldilarang lmelangsungkan lpernikahan, lkecuai lpencegahan litu ltelah ldi lcabut 

loleh lPengadilan lAgama latau lpencegahan ltersebut ltelah ldi lcabut loleh 

lseorang lyang lmencegah. 

8. Pembatalan lPernikahan 

 Pernikahan lbisa ldibatalkan ljika ltelah lberlangsungnya lAkkad lnikah, 

ladanya llarangan lmenurut lhukum latau lperaturan lperundang lundangan, 

lpembatalan lpernikahan ldapat ldilakukan loleh lpengadilan lagama ldaerah 

lhukum ltempat lpernikahan ldilangsungkanAtau ltempat ltinggal lsuami listri. 

lYang ldapat lmengajukan lpembatalan lpernikahan lyaitu l: 

a. Garis lketurunan lke latas ldari lsuami latau listri. l 

b. Suami latau listri. 

c. Pejabat lyang lberwenang lselama lperkawinan lbelum ldiputuskan. 

Pejabat lyang lditunjuk lberdasarkan lperaturan lperundang-undangan 

lmenurut lUU lNo. l1 lTahun l1974 ltentang lPerkawinan lPasal l16 lyang lisinya 

lberbunyi l“Pejabat lyang lditunjuk lberkewajiban lmencegah lberlangsungnya 
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lperkawinan lapabila lketentuan-ketentuan ldalam lPasal l7 lAyat l(1), lPasal l8, 

lPasal l9, lPasal l10 ldan lPasal l12 lUndang-undang lini ltidak ldipenuhi. 

lMengenai lPejabat lyang lditunjuk lsebagaimana ltersebut lpada lAyat l(1) 

lPasal lini ldiatur llebih llanjut ldalam lperaturan lperundang l– lundangan. 

lPencegahan lperkawinan ldapat ldiajukan ldi lPengadilan ldalam ldaerah 

lhukum ldi lmana lperkawinan litu ldilangsungkan ldengan lmemberi ltahu 

lkepada lPPN. lKepada lcalon lmempelai ldiberi ltahu lmengenai lpermohonan 

lpencegahan lperkawinan ldimaksud ldalam lAyat l(1) lpasal lini loleh lPPN. 
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C. Sosiologi Hukum 

Sosiologi adalah suatu ilmu yang mengambarkan tentang keadaan 

masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial 

lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu itu, suatu fenomena sosial dapat 

dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, 

mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya 

proses tersebut.29 Dengan ilmu sosiologi dapat dilihat gejala sosial yang ada 

di masyarakat dengan fenomena sosial yang timbul seiring dengan 

perkembangan masyarakat, yang saling memengaruhi. 

Dalam perkembangannya kajian mengenai hukum dan masyarakat 

dirubah menjadi kajian sosial tentang hukum atau disebut dengan sosio legal 

yaitu nama lain dari istilah law and sociesties studies. Di dalam sosio legal 

didalamnya terdapat sejumlah ilmu sosial diantaranya adalah sosiologi 

hukum, sejarah hukum, politik hukum, antropologi hukum, psikologi 

hukum. 

Sosio legal terjadi dari asumsi bahwa hukum itu adalah sebuah gejala-

gejala sosial yang terletak dalam suatu ruangan sosial dan hal itu tidak bisa 

dilepaskan dari konteks sosial, yang meletakan minatnya dalam mempelajari 

hukum berada pada prespektif ilmu hukum/ilmu sosial atau kolaborasi 

diantara keduanya. 

                                                             
29 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 39. 
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Studi hukum ini bersifat interdispliner yang dibutuhkan untuk 

mengetahui bagaimana hukum bisa efektif dalam praktiknya di dalam 

masyarakat bukan sekedar membicarakan pemahaman normatif dalam teks 

hukum. 

Sosio legal merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana hukum itu 

bekerja dalam suatu masyarakat melalui pasal – pasal yang diatur dalam 

undang – undang dan diwujudkan pada kajian mengenai cara bekerjanya 

hukum dalam kehidupan sehari – hari warga masyarakat sehingga 

diharapkan dapat lebih memberi keadilan. 

Seperti yang kita ketahui bahwa sosio legal menggunakan pendekatan 

hukum ke masyarakat, Hukum dan masyarakat memiliki suatu hubungan 

yang saling berkaitan satu sama lain. Keberadaan hukum sendiri berfungsi 

sebagai aturan yang mengatur masyarakat untuk mempunyai kesadaran 

hukum terkait pedoman norma mengenai perbuatan yang boleh dilakukan a 

yang menyimpang dalam berkehidupan masyarakat agar terciptanya 

ketertiban. Jadi jika dan terjadi konflik antar masyarakat, maka hukum ini 

dapat menjadi penengah dalam penyelesaiannya. 

Dalam Islam, budaya dan perubahan sosial sangat jelas pengaruhnya 

terhadap pemikiran hukum. Perbedaan budaya dan perubahan sosial yang 

terjadi di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam di awal abad ke-2 

sampai pertengahan abad ke-4 H, merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama 
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fikih tentang masalah hukum, yang akhirnya menyebabkan terbentuknya 

aliran-aliran hukum dalam Islam.30 

Eksistensi perkawinan menurut pandangan hukum  Islam  dan  pasca  

berlakunya Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia 

adalah sah apabila  memenuhi  rukun  dan  semua syarat  sahnya  nikah  

meskipun  tidak dicatatkan.  Menurut  ketentuan  pada Pasal  2  Ayat  (1)  

UU Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut   

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa 

jika suatu perkawinan telah memenuhi  syarat  dan  rukun  nikah atau ijab   

kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah  

melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut 

adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi 

sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu 

dipastikan   lagi   oleh   negara, yang dalam  hal  ini  ketentuannya  terdapat 

pada Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan supaya mempunyai kekuatan hukum. 

 

 

 

                                                             
30 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2003), 4. 


